
 
 
 

 
BUPATI SERUYAN 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI SERUYAN 
NOMOR 15 TAHUN 2024 

 
TENTANG 

 
ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SERUYAN, 

 
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51          

ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka 
penyusunan Anggaran pada program kegiatan urusan 
pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan 
dasar dan urusan pemerintahan berpedoman pada 
Analisis Standar Belanja; 

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Belanja 
Satuan Tahun Anggaran 2025;  

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten 
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, 
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, 
Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur 
di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180; 
 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

 
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 

Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 
Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga 
Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 112); 

 
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republi Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

 
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republi 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 
2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 
2018 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Seruyan Nomor 68); 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR 
BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025. 
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  BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

 
1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan. 
 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

 
3. Bupati adalah Bupati Seruyan. 
 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Seruyan. 
 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam 
penyelenggraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah. 

 
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada 
Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan 
pemerintahan Daerah. 

 
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah                      

yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana 
keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah. 

 
8. Badan adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Seruyan. 
 
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak 
sebagai bendahara umum daerah. 

 
10. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 

melaksanakan tugas BUD.  
 
11. Biaya Rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai 

dengan bukti pengeluaran yang sah. 
 
12. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disebut ASB 

adalah peniliana kewajaran atas beban kerja dan biaya 
yang dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan. 
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  Pasal 2 
 
ASB ditetapkan dengan maksud dan tujuan untuk: 
a. digunakan dalam penilaian kewajaran atas beban kerja 

dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan 
program/kegiatan SKPD; dan 

b. penyetaraan penghitungan anggaran program/kegiatan 
yang sejenis/serumpun yang berlaku pada seluruh 
SKPD. 
 
 

  BAB II 
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ASB 

 
Pasal 3 

 
(1) Peraturan Bupati ini digunakan dalam perencanaan 

dan pelaksanaan APBD. 
 
(2) Dalam perencanaan anggaran, Peraturan Bupati ini 

berfungsi sebagai: 
a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat 

dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan 
anggaran di perangkat daerah; 

b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; 
dan  

c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran 
pendapatan dan belanja daerah. 

 
(3) Dalam pelaksanaan anggaran, Peraturan Bupati ini 

berfungsi sebagai: 
a. batas tertinggi yang besarannya tidak dapat 

dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; 
dan 

b. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya 
tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi 
tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga 
pasar. 

 
(4) Analisis Standar Belanja dibagi menjadi 5 (lima) 

wilayah: 
 1) Wilayah 1 : Kecamatan Seruyan Hilir dan 

Kecamatan Seruyan Hilir Timur; 
 2) Wilayah 2 : Kecamatan Danau Sembuluh dan 

Kecamatan Seruyan Raya; 
 3) Wilayah 3 : Kecamatan Danau Seluluk, 

Kecamatan Hanau, dan Kecamatan 
Batu Ampar; 

 4) Wilayah 4 : Kecamatan Seruyan Tengah; dan 
 5) Wilayah 5 : Kecamatan Seruyan Hulu dan 

Suling Tambun. 
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(5) Analisis Standar Belanja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 
 

  BAB III 
KETENTUAN LAIN-LAIN 

 
Pasal 4 

 
Dalam hal terdapat penambahan standar harga di luar 
Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b yang diperkenankan 
sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, 
akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati yang 
disampaikan melalui Kepala Badan. 
 
 

  BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 5 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan. 
 
 

 Ditetapkan di Kuala Pembuang 
pada tanggal 5 Juli 2024 
 
Pj. BUPATI SERUYAN, 

ttd 
 DJAINUDDIN NOOR 

 
Diundangkan di Kuala Pembuang 
pada tanggal 5 Juli 2024 
 
Pj.  SEKRETARIS DAERAH  
   KABUPATEN SERUYAN, 

ttd 
   BAHRUN ABBAS 

 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2024 NOMOR 15 

 
 


